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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor  1333/Pdt.G/2017/PA.Bm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

s

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara cerai

gugat  pada  tingkat  pertama  dalam  persidangan  majelis  telah  menjatuhkan

putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara:

Penggugat , umur 29  tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga,

tempat  tinggal  di  Kecamatan  Madapangga  Kabupaten  Bima,

sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat  , umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di

Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

  DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 26 September

2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 1333/Pdt.G/2017/PA.Bm tanggal  26

September 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa,  pada  tanggal  08  Mei  2014,  Penggugat dengan  Tergugat

melangsungkan  pernikahan  yang  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah

Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Madapangga  Kabupaten  Bima,

berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 12/75/V/2014 tanggal 08 Mei 2014)

12/75/V/2014;08052014..

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat

tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Baka Jaya Kecamatan Woja

Kabupaten Bima selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal

di  rumah orang  tua  di  Desa  Mpuri  Kecamatan  Madapangga  Kabupaten

Bima selama 1 tahun.setelah itu Penggugat dan Tergugat sama sama ke

Kalimantan dan menetap di sana selama 1 tahun. Kemudian Penggugat
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kembali ke Bima dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Mpuri

Kecamatan  Madapangga  Kabupaten  Bima  sampai  sekarang..  Selama

pernikahan  tersebut  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  hidup  rukun

sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

MFP (Laki-laki) umur 1 tahun;

3. Bahwa,  sejak  Januari  2017  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  terus-

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan

hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

a. Tergugat sudah tidak lagi memberikan perhatiannya kepada Penggugat 

    dan lebih condong menuruti kemauan orang tua nya dari pada 

    Penggugat sendiri; 

b. Apabila terjadi pertengkaran/perselisihan Tergugat selalu melakukan 

    kekerasan fisik terhadap diri Penggugat;

c. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat sejak bulan Juni 

    2017 sampai sekarang ;

4. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat

tersebut  terjadi kurang lebih pada Juni 2.017 yang akibatnya  Penggugat

pergi meninggalkan Tergugat, dan memilih kembali  tinggal dengan orang

tua Penggugat di  Desa Mpuri  Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima

sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal

sampai  sekarang.  Selama  itu  Tergugat  sudah  tidak  memperdulikan

Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

5. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh

keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

6. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan

Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan

untuk  membentuk  rumah tangga  yang  sakinah,  mawaddah  dan  rahmah

sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak

tidak  melanggar  norma  hukum  dan  norma  agama  maka  perceraian

merupakan  alternatif  terakhir  bagi  Penggugat  untuk  menyelesaikan

permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
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Berdasarkan  alasan/dalil-dalil  diatas,  Penggugat  mohon  agar  Ketua

Pengadilan  Agama  Bima  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini,  selanjutnya

menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum

A. Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat Terhadap Penggugat 

3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

B.   Subsidair

Dan  atau  menjatuhkan  putusan  lain  yang  seadil-adilnya  berdasarkan

pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat  telah

datang  menghadap  ke  muka  sidang,  sedangkan  Tergugat  tidak  dating

menghadap  ke  muka  sidang  dan  tidak  pula  mengutus  orang  lain  sebagai

wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh

Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bima yang relaas panggilannya Nomor

1333/Pdt.G/2017/PA.Bm  tanggal  17  Oktober  2017  serta  tidak  terbukti

ketidakhadirannya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis  hakim telah  memberi  nasihat  kepada Penggugat  agar

rukun  kembali  dengan  Tergugat,  namun  usaha  tersebut  tidak  berhasil.

Selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang pada pokoknya tetap

dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan alat-alat bukti berupa : 

1. Alat Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti P.2;

2. Alat Bukti Saksi:

Saksi 1 , umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD tempat

kediaman di  Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima,, di bawah sumpahnya

memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

bertetangga ;
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- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

- Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dengan  Tergugat   telah

dikaruniai 1 (satu) orang anak ;

- Bahwa saksi   tahu masalah Penggugat  dengan Tergugat  sering

bertengkar,karena Penggugat dan Tergugat tinggal di Kalimantan,

yang  saksi  tahu  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  pisah  tempat

tinggal ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih 4

(empat) bulan  dan Penggugat yang meninggalkan Tergugat;

- Bahwa atas kejadian tersebut diatas Penggugat  telah dinasehati

oleh saksi, dan  keluarga namun tidak berhasil ;

Saksi 2 , umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan .petani, tempat kediaman di .

Kecamatan   Madapangga,  Kabupaten  Bima,,  di  bawah  sumpahnya

memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

bertetangga ;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

- Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dengan  Tergugat   telah

dikaruniai 1 (satu) orang anak ;

- Bahwa saksi   tahu dari  cerita  Penggugat,  bahwa rumah tangga

Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;

- Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat

tinggal lebih 4 (empat) bulan  dan Penggugat yang meninggalkan

Tergugat;

- Bahwa atas kejadian tersebut diatas Penggugat telah dinasehati

oleh saksi, dan  keluarga namun tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap

dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang

tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak

terpisahkan dari putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM
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Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas; 

Menimbang,  bahwa  pada  hari  persidangan  yang  telah  ditetapkan,

Penggugat datang menghadap sendiri  (inperson)  di  persidangan,  sedangkan

Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau

kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak pula

terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan

oleh hukum (default without reason), meskipun Tergugat telah dipanggil secara

resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RBg. perkara

ini  dapat  diputus  tanpa  hadirnya  Tergugat  (verstek),  hal  mana  sesuai  pula

dengan pendapat Ulama yang tersebut dalam Kitab I’anatut Thalibin Juz IV hal.

312 yang berbunyi:

Artinya: ”Hakim tidak boleh memutus perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia

bersembunyi atau membangkang”;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  telah  berusaha  memberi  nasihat

kepada  Penggugat  agar  mengurungkan  niatnya  untuk  bercerai  dengan

Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak bersedia

untuk  hidup  rukun  kembali  dalam  rumah  tangga  dan  tetap  ingin  bercerai.

Dengan demikian berarti maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009 Tentang Peradilan Agama telah terpenuhi; 

Menimbang,  bahwa  sesuai  dengan  maksud  Pasal  82  ayat  (1  dan  4)

Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah  dengan

Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  dan  perubahan  kedua  dengan

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo.Pasal 31

ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim tidak

berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah

hadir di persidangan dan hanya menasihati Penggugat tetapi Penggugat tetap

bersikeras untuk bercerai;
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Menimbang,  selanjutnya  dibacakanlah  surat  gugatan  Penggugat

tertanggal 26 September 2017 yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh

Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan

gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena hal-hal sebagai berikut:

- Kurang  lebih  sejak  Januari  2017  antara  Penggugat  dan Tergugat  terus-

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan

hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan:

a. Tergugat sudah tidak lagi memberikan perhatiannya kepada Penggugat 

    dan lebih condong menuruti kemauan orang tua nya dari pada 

    Penggugat sendiri; 

b. Apabila terjadi pertengkaran/perselisihan Tergugat selalu melakukan 

    kekerasan fisik terhadap diri Penggugat;

c. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat sejak bulan Juni 

    2017 sampai sekarang ;

- Akibat perselisihan yang terjadi pada Juni 2.017 yang akibatnya Penggugat

pergi meninggalkan Tergugat, dan memilih kembali  tinggal dengan orang

tua Penggugat di  Desa Mpuri  Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima

sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal

sampai  sekarang.  Selama  itu  Tergugat  sudah  tidak  memperdulikan

Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;;

- Bahwa Pengugat  dengan Tergugat  sudah pernah diupayadamaikan oleh

keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  karena  Tergugat  tidak  hadir  dalam  persidangan,

maka hak jawabnya menjadi gugur dan Tergugat tidak ingin mempertahankan

haknya  di depan sidang  Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Tergugat

mengakui   seluruh  dalil-dalil  gugatan  Penggugat,  namun  ketidakhadiran

Tergugat  tidaklah  dapat  dianggap  sebagai  pengakuannya  yang  memiliki

kekuatan pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), melainkan

hanyalah  menggugurkan  hak  jawabnya  terhadap  gugatan  Penggugat  dan

masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat  wajib dibebani

pembuktian; 
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Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat

telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis

(P.1 dan P.2) serta dua orang saksi;

Menimbang,  bahwa  terhadap  alat  bukti  tertulis  (P.1  dan  P.2)  yang

diajukan  Penggugat,  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  alat  bukti  tersebut

merupakan fotokopi  sah dari  suatu akta  otentik,  khusus dibuat  sebagai  alat

bukti,  telah  dinazegelen  serta  sesuai  dengan aslinya,  dengan demikian  alat

bukti (P.1 dan P.2) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu,

alat  bukti  (P.1 dan P.2)  tersebut  memuat  keterangan yang menguatkan dan

relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil.

Berdasarkan  hal  itu,  maka  alat  bukti  (P.1  dan  P.2)  harus  dinyatakan  dapat

diterima;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  gugatan  Penggugat  dan   bukti  P.1

diperoleh fakta Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan bertempat tinggal

di  wilayah  hukum Pengadilan  Agama Bima,  oleh  karena  itu  sesuai  dengan

ketentuan Pasal 49 dan 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana

yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan

perubahan  kedua  dengan  Undang-Undang  Nomor  50  tahun  2009  Tentang

Peradilan  Agama,  maka  perkara  ini  menjadi  tugas  dan  wewenang  absolut

Pengadilan Agama dan wewenang relatif Pengadilan Agama Bima;

Menimbang,  bahwa berdasarkan bukti  (P.2)  yang diajukan Penggugat

terbukti  bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  dan  masih  terikat  dalam

perkawinan yang sah sehingga secara  formil  Penggugat  adalah pihak yang

berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang,  bahwa terhadap alat  bukti  berupa dua orang saksi  yang

diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua

orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing

telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (in person) di depan persidangan dan

telah  memberikan  keterangan  di  bawah  sumpahnya  serta  tidak  terhalang

secara  hukum  untuk  didengar  kesaksiannya.  Kemudian  secara  materil  dari

keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan antara Penggugat dan Tergugat

a. Tergugat sudah tidak lagi memberikan perhatiannya kepada Penggugat 

   dan lebih condong menuruti kemauan orang tua nya dari pada 
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   Penggugat sendiri; 

b.Apabila  terjadi  pertengkaran/perselisihan  Tergugat  selalu  melakukan

kekerasan fisik terhadap diri Penggugat;

c.  Tergugat  tidak  menjamin  nafkah  lahir  batin  Penggugat  sejak  bulan  Juni

2017  sampai  sekarang   Penggugat  pergi  meninggalkan  Tergugat,  dan

memilih  kembali  tinggal  dengan  orang  tua  Penggugat  di  Desa  Mpuri

Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima sejak itu pula antara Penggugat

dan  Tergugat  sudah  pisah  tempat  tinggal  sampai  sekarang.  Selama  itu

Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat,  tidak ada lagi  hubungan

lahir maupun batin sampai sekarang;

 Menimbang,  bahwa  kedua  saksi  juga  telah  memberikan  keterangan

yang saling bersesuaian,  dan saling menguatkan diantara keterangan saksi-

saksi di atas serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka hal itu

sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  171,  172  RBg.  dan  Pasal  308,  309  RBg.,

sehingga secara formil dan materil  alat bukti saksi yang diajukan Penggugat

dapat diterima; 

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat,

serta  alat-alat  bukti  yang  telah  diajukan  Penggugat  di  atas,  Majelis  Hakim

menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terkait dalam perkawinan yang sah;

2. Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi

karena sering  terjadi perselisihan  dan pertengkaran disebabkan Tergugat

tidak menjamin nafkah Penggugat; 

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah ± 4

bulan yang lalu dan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

4. Bahwa Penggugat  telah berusaha untuk  dinasehati  oleh  pihak keluarga,

namun tidak berhasil.  

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan pula

dengan  sikap  Penggugat  dipersidangan  yang  mana  Penggugat  tetap  ingin

bercerai dengan Tergugat, hal mana menunjukkan antara Penggugat dengan

Tergugat  tidak  saling  mencintai  lagi  sehingga  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran  yang  sudah  sulit  untuk  didamaikan  perlu  dicarikan  jalan

keluarnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi
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yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, agar keduanya terlepas dari beban

penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, kalau dipaksakan juga untuk

mempertahankannya, Majelis berkeyakinan bahwa hal itu akan menimbulkan

mafsadat yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadat lebih

diutamakan dari  mencapai  kemaslahatan,  ketentuan tersebut  sesuai  dengan

kaidah Fiqih yang berbunyi: 

Artinya : “Menolak  kemudharatan  lebih  utama  daripada  menarik

(mempertahankan) kebaikan”;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk yang

dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam:

A.Kitab  Fiqhus  Sunnah  juz  II,  halaman  291,  yang  diambil  alih  menjadi

pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi:

Artinya:  “Seorang istri   berhak  menuntut  diceraikan dari suaminya apabila

telah ternyata timbul kemadaratan dalam rumah tangganya, sedang di

antara  keduanya  sulit  didamaikan,  maka  dalam  kondisi  seperti  itu

hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istri”;

A.Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

Artinya: “Apabila ketidaksenangan isteri terhadap suaminya sudah memuncak,

karena sikap suaminya, maka Hakim  boleh menjatuhkan putusan”;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  39  ayat  (2)  Undang-Undang

Nomor  1  Tahun 1974 Tentang  Perkawinan,  yang menjelaskan  bahwa untuk

melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak

dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam

Pasal 19  huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan menurut

Pasal 116  huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Selanjutnya dalam

Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan pula

gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup alasan, bagi

Pengadilan  mengenai  sebab-sebab  perselisihan  dan  pertengkaran  itu  dan
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setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan suami isteri

itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqih dan ketentuan pasal-pasal

tersebut, dihubungkan dengan apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka

Majelis Hakimberpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  di  atas,

maka  Majelis  Hakim  berpendapat,  tuntutan  Penggugat  agar  Majelis  Hakim

menjatuhkan  talak  satu  bain  sughro Tergugat  terhadap  Penggugat  dapat

dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  84  Undang-undang  Nomor  7

Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama,  Panitera  Pengadilan  Agama  Bima

diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat

Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai

Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang,  bahwa karena perkara  a quo  masuk bidang perkawinan,

maka berdasarkan Pasal  89  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  7  tahun 1989

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat,  semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut  untuk

menghadap sidang, tidak hadir;

2. Mengabulkangugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat  Terhadap  Penggugat;

4. Memerintahkan  kepada  Panitera  Pengadilan  Agama  Bima  untuk

mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada

Pegawai  Pencatat  Nikah  (PPN)  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan

Madapangga Kabupaten Bima  dan  kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN)

Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja Kabupaten Dompu .. untuk dicatat

perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
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5. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sejumlah  Rp368.000,- (tiga ratus enam puluh delapan ribu  rupiah).

Demikian  diputuskan  dalam  rapat  permusyawaratan  Majelis  yang

dilangsungkan pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2017 Masehi, bertepatan

dengan tanggal 17 Safar 1439 Hijriah, oleh kami Mulyadi, S.Ag sebagai  Ketua

Majelis, dan  Lutfi Muslih, S. Ag., MA. dan  Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I.,

M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga

diucapkan  dalam  sidang  terbuka  untuk  umum  oleh  Ketua  Majelis  tersebut

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh  Rahdiana Parmini

sebagai  Panitera  Pengganti  serta  dihadiri  oleh   Penggugat  tanpa  hadirnya

Tergugat;

Hakim Anggota,                   Ketua Majelis,

Lutfi Muslih, S. Ag., MA.                   Mulyadi, S.Ag

Hakim Anggota,     

            

                                                                             

    Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.           

                   Panitera Pengganti,

                  Rahdiana Parmini

Perincian Biaya Perkara :      

1. Pendaftaran    : Rp. 30.000,-

2. Proses      : Rp. 50.000,-

3. Panggilan        : Rp. 277.000,-

4. Redaksi                    : Rp. 5.000,- 
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5.   Meterai                          :       Rp.          6.000,-  

   Jumlah Rp. 368.000,-
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